
00

0

PENGADILAN NEGERT KLAS IB SAMPIT
Jl. H. M. Arsyad No. 36 Sampit 74322

Telp./Fax. (0s31) 21008, 21249

MW{ sffiNkhmTtoNtv

00

o.id Website: wwwEMail : infog,pn-sam pit.e n-sam )it o.t

KflmnJo

1,-
L'-l

-

i I
t
I

{

L-
,

I

j
L

r--lL-J tr
-! -7

.I



KATA PENCANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Puji syukur kita paniatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena ata-s

berkat dan rahmat-Nya, Pengadilan Negeri Sampit telah berhasil meny.usun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Irutarsi Pemerintah (LKitP) Tahun 2017.

Penyusunan LKiIP Tahun 2017 Pengadilan Negeri Sampit, dimaksudkan

sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan

Pengadilan Negeri Sampit dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam

rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai rencana kinerla.

Substansi dari LKjIP ini menginformasikan capaian kineria Pengadilan Negeri

Sampit dalam Tahun 2017, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017,

yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kineria Pengadilan Negeri

Sampit. Dengan diterbitkannya LKjIP Tahun 2017 ini diharapkan dapat

memberikan gambaran dan manfaat nyata yang dapat diberilan Pengadilan

Negeri Sampit kepada masyarakat, dan pihak-pihal yang berkepentingan,

sehingga dapat memperoleh informasi yang akurat, relevan dan transparan.

Akhir kata, kami berharap agar LKjIP Tahun 2017 ini dapat menjadi media

pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kineria bagi

aparatur Pengadilan Negeri Sampit.

Sampit, 15 Januari 2018

Ketua Peng an Negeri Sampit,

N H M.H.
NIP. 194$503 199212 1 001

Lrryan Alr4ntobilit6 Xind jo lntlo,tsi Pan?,intah LK|ID Pagodiba Ncgoi s,apn kle, lB f atua 201 7

i



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sampit lLKilP) Tahun 2C17

ini dimaksudkan untuk menginlormasikan capaian kineria Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB selama Tahun Anggaral:. 2017 . Capaian kinerja tersebut adaiah

capaian tujuan, sasaran strategis dan target kineria yang telah ditetapkan

dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Sampit 2013 - 2019 secara konsisten,

terus-menerus dan berkesinambungan. LK|IP Tahun 2017 Pengadilan Negeri

Sampit yang merupakan pertanggungjawaban serta menielaskan keberhasilan

dan atau kegagalan yang dicapai Pengadilan Negeri Sampit selama Tahun

2017.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kineria sasaran strategis yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 Pengadilan Negeri Sampit

adalah sebagai berikut :

lnstansi Pandi ah (LXilP) Penladilan fi.g.'i Samqt Xcl,6 18 fahnn 201;
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BAB I
PENDAHULUAN

o

A. Latar Belakang

Ketika reformasi bergolal di Indonesia, segenap komgrnen bangsa

terpacu unhrk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kelola dan

upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat ihr pulalah yang

mendorong untuk mendayagunakan aparatur negara guna mewuiudkan

masyarakat madani yang dicita-citakan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa

aparatur negara yang ideal merupakan keniscayaan hakiki bagi

keberlangsungan pembangunan nasional.

Pada era penyelenggaraan pemerintah 20"10 - 2014, telah ditetapkan 1 1

(sebelas) prioritas pembangunan nasional yang menempatkan Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola sebagai prioritas pertama untuk dilaksanakan

sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rerrcana Pembangunan Iangla Menengah Nasional (RPIMN) 2010 -

20L4.

Unhrk melaksanakan amanat strategis tersebut Mahkamah Agung

Republik lndonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta

peradilan negara tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di

bidang kekuasaan Kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat)

lingkungan peradilan tetapi juga sebatai purrcak manaFmen dibidang

administrasi, personil dan finasial serta sar:rna prasarana. Kebiiakan "satu

atap", memberikan tanggung iawab dan tantangan karena Mahkamah Agung

Republik Indonesia dituntut untuk menuniukan kemamPuannya gr:na

mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efesien,

transparan serta akuntabel dalam kerangka pembaharuan Peradilan yang

"komprehensif dan sistematis" demi tercapainya cita-cita pembaharuan badan

peradilan secara utuh.

PENCADILAN NECERI SAMPTT KELA.S I8
,l H M Arslad No. 36 Sampit 7{322Ielp /Fa\ (0511) 2lmd, 212{9

rt ro rd

b\ran Akuntabilit@ Kin.,ialnsl,,,-ai Pemdintah (LKilP) P.ng,dilan Ncgoi Sa'.Pit llJla.lB Tahun 201;
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B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan

suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukgm

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan diclasari

keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan

menyatakan " Kekuasnan Kehakiman ndnlah lcekuasnn negnrn ynng merfukn untuk

menyelenggffakan peradilan gunn menegakknn hukunr dnn ketdilan".t Di dalam

Undang-nndang Nomor 48 Tahun 2009 iuga dikemukakan " Kekuasann

Kehakimnn adalah kekuasnan negarn yang mcrdekn untuk menyelenggarnknn petnililan

guna menegakkan hukum dan kendilnn berdnsorkan Pancasila don Undnng-Unfuing

Dasar Negara Republik lndonesin Tahun 1.945, demi terxlenggnrnnyn Negnra Hukum

Republik lndonesin" .2

Kedudukan

Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB adalah suatu Pengadilan Tingkat

Pertama Kelas I dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam

r Pasal24 ayat (1) UndanE-Undarg Dasar NeSara RePublik Indonr'sia Tahun 1945
: Pasal 1 an8ka 1 Undan8-Undang No..E Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bltran A*untabilit6 Kin.'jalnstenei Ptmcrintoh (LXilP) P.nladilon N.gcri kmqir Xc,[.lB fahun 101:

1.

Pengadilan Negeri Sampit yang merupakan sa.lah satu Pengadilan

Tingkat Pertama Kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Palangka Rava dalam

naung.rn Direktorat I'eradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akr:ntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, diwalibkan untul<

mempertanggungjawabakan hrgas dan fungsi, serta perannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebiiakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

2l
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Direktorat Peradilan Umum dilingkungan Mahkamah Agung RI yrnt
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehnkimnn bngi rnkynt pencnri kendilnn

pnda umumnyn 3 dengan wilayah hukum mencakup Kabupaten

Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala Pembuang)

Propinsi Kalimantan Tengah.

Tugas Pokok

Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Sampit

mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Sampit memiliki

fungsi sebagai :

a. Melaksanakan penerapany'penegakan hukum yang mandiri dan

berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten

Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala

Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

b. Memberikan pelayanan dan banhran tentang hukum bagi masyarakat

atau pencari keadilan di wilayah hukum yang mencakup Kabupaten

Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan (Kuala

Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang mencakup

Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) dan Kabupaten Seruyan

(Kuala Pembuang) Propinsi Kalimantan Tengah;

d. Memberikan data dan informasi administrasi perkara, personil,

finansial dan sarana prasarana baik kepada instutusi intemal maupun

3 Pasal 2 Undan8-Undang No 8 Tahun 2004 tentant ,'crubahan Atas Undant Undang No. 2 T.thun 1986

bptan AkuntabilitLa Kiner ja Instan-.i P.nt.'intah (LXjlP) Pdsadilon N.$i kmpit t.ld. lB Tahun :01;
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I'ENCADILAN NECERI SAMTTT KELAS II]

Il H.M Arsyad No 36 SamPt 74322 Telp./far (0531) 2100lt.2l21e
Email : inf@on-samptl go id lveb'srre rl.rrr\ pn-sampit go id

ekstemai dalam hal ini bail kepada masyarakat umum/perseor:rngirn,

institusi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dalam dunia

pendidikan maupun pihak asing. Dalam hal ini setelah data dan

informasi tersebut diseleksi mengacu pada Undang Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. SistimatikaPenyajian

Laporan Akuntabilitas Kineria lnstarui Pemerintah (LKiIP) Pengadilan

Negeri Sampit berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaarl

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kineria lnstansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2017 sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasa-lahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Negeri Sampit.

II. PERENCANAAN KINERIA

Pada bab ini diuraikan ringkasany'ikhtisar perianiian kineria Pengadilan

Negeri Sampit Tahun 2017.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kineria Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kineria Pengadilan Negeri

Sampit untuk setiap Pemyataan kinerf a sasaran strategis

Pengadilan Negeri Sampit sesuai hasil pengukuran kineria

Pengadilan Negeri SamPit.

Auuntabititos Kinet ja lnstansi P.ndintoh (Lx jlry Pdgadilon N'g i fur1Pn |.1l4s lB Tehun :01:
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B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anBgaran yang digunakan dan

yang telah digunakan unhrk mewuiudkan kineria Pengadilan

Negeri Sampit sesuai dmgan dokumen Perfaniian Kineria.

IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan

Negeri Sampit serta langkah di masa mendatang yang akan dilal:rrkan

Pengadilan Negeri Sampit untuk meningkatkan kinerianya.

an Akuntabilit^r KinerJa tnsto .i Pe crintah (LKjlP) Pcagadilaa Ncgcti S&nqit X.la lB Tahun :01;
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BAB IT

PERENCANAAN KINERIA

Rencana Strategis (Rerstra) Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019

mengao kepada Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010 - 2035 Mahkamah

Agung (MA) Republik Indonesia dan Rerutra Mahkamah Agung yang pada

hakekabrya merupakan pemyataan komitmen bersama mengenai upaya

terencana dan sistematis untu-k meningkatkan kineria serta cara pencapaiannva

melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempumaan dan

pembaharuan terhadap sistem, kebiiakan perahrran perundang-undangan

kelembagaan peradilan termasuk pembinaan sikap dan prilaku aparatur

peradilan serta pentawasan dan pengendalian manaFmen atar tercipai

efektifitas, efesiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-

cita menjadi "Tertrujrdnya Badan Perudilan yqng AgMg" .

Renstra Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019 merupakan perencanaan

jangka menengah Pengadilan Negeri Sampit yang berisi tentang Bambaran

sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai da.lam kurun waktu 5 (tima)

tahr:n oleh Pengadilan Negeri Sampit berserta strategi yang akan dilakukan

r:ntuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran vang

diamanahkan.

Secara ringkas subtansi Rensrra Pengadilan Negeri Sampit daPat

diilustrasikan sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung yang akan meniadi Pandangan dan arah ke depan

sebagai dasar acuan dalam menialankan tugas dan fungsi dalam mencapai

sasaran atau target yang ditetapkan datam 5 (lima) tahun ke depan dan telah

ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 - 2035. Maka Visi

Pengadilan Negeri Sampit adalah :

Lrpran AkuntabititB Kinerja tnstortci Pe dintah (LKilP) P.atadnod N.g(7i kmlit l.la' lB Tohun 201;
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Visi dimaksud bermalcna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kektrasaan

kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang luiur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

r.rndang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan

institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Sampit,

yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan;

3. Meningkatkan Kualitas Keadilan Kepemimpinan Pengadilan Negeri

Sampit Kelas IB;

4. Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengadilan

Negeri Sampit Kelas IB.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sampit seperti

yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

penrnusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan

peniabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (sahr) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan

Negeri Sampit berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh

organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tuiuan

bporon Aluntdbilit,F Kin rja lnsta'atri Panaintoh (LXjlP) Po\adlan Na*cri fu,nqil 1.1a.l8 fahun 201;
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strategis ini dengan mempertimbangkan sumber d,aya dan kemampuan vang

dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tuiuan strategis ini iuga akan

memungkinkan Pengadilan Negeri Sampit untuk mengukur seiauh mana visi

dan misi telah dicapai mengintat tuiuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Terwuiudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan telnologi informasi;

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyaralat miskin dan

terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Telnis Perjanlian Kinerja, Pelaporan Kineria dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineria Instansi Pemerintah. Perlanjian Kineria

pada dasamya adalah lembar/dokumen yang berisilan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program,rkegiatan yan8 disertai dengan indikator

kinerja. Melalui perjaniian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kineria terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenan8 serta sumber daya yang

tersedia. Kinerja yang disepakati tidal dibatasi pada kineria yang dihasilkan

atas kegiatan tahr:n bersangkutan, tetapi termasuk kinerla (outcome) y:ing

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun{ahun sebelumnya, sehinSSa

terwuiud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan khusus Perianiian

Kinerja antara lain adalah :

L,aporun Akuntabilito. Kineria I sta6i Pcmcrintah (LXjlP) PorXadnan Ncffri s,'rqit X.IL, lB Tehun 201;

8
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1. Sebagai wuiud nyata komitmen antara penerima dan penrberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerla

Aparatur;

2. Menciptakan tolok aparatur;

3. Sebagai dasar peni.laian keberhasilan&egagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah unh:k melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangary'kemajuan kineria penerima

amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasar:rn kinerja pegawai.

Masing-masing Unit Eselon I Mahkamah Agung dan iaiaran peradilan

yang berada dibawahnya men)'usun dokumen Perjanjian Kineria yang

merupakan suatu dokumen pemyataan kheria/perianiian kineria antara atasan

dengan bawahan untuk mewujudkan target kineria tertentu berdasarkan

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Pengadilan Negeri Sampit telah

membuat Perjanjian Kherja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perianjian Kinerja ini telah mengacu

pada Renstra Pengadilan Negeri Sampit 2015 - 2019. Oleh karena itu Indikator-

indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kineria

ini adalah indikator kineria utama Pengadilan Negeri Sampit vang telah

ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Ren-stra Pengadilan Negeri Sampit

20rts2019.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sampit Tahun 2017 adalah sebagai

berikut :

95.,1,

90"/"

'r00'7,

Laloran Akuntabitit6 Kindj, lnslar..ri Pem.rintoh (LKilP) P/7.{aailon NcNfii Sa,/nqn l.clc lB Tahxn 201;

Persentase
perkara

procluktifitas memutus

Clearance Rate

Persentase penyelesaian perkara tepat

waktu

1 Terwujudnya pross
peradilan yang pasti,

transparan dan akuntabel

9



Meningkatnya akses

peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan
Persentase perkara yang
diselesaikan melaiui
pembebasan biayalpmdeo

PENCADILAN NEGERI SAMTTT KELA.S IB
ll H. M. Atsyad No. !6 Sampit 7432: Telp./ri\ (oslt) 2tmr, 21249

Email r infoppn-samoit.go id Web6 e tr1rn pn-s.mpit go rd

Pers€ntas€ p€nurunan tunggalan
erkara

Persentase perkara yang tidak
men a ukan u a hukum
Persentase perkara pidana

100'2,
Sistem Peradilan Pidana Te

100'2,

80"/"

1007,

:)/o

10',l1.

r 00')1,

melalui
du

Persentase identitas hukum yang
terpenuhi

lntegrasi informasi perkara secara

elektronik
Transparansi kinerja peradilan dan
manajerial secara efektif dan efisien
(penguatan regulasi)

Persentase temuan yang

clitindaklan uti
Persentase pemanfaatan databased

untuk pemeriksaan baik oleh Badan

maupun Badan

PK

Persentase jabatan yang sudah
memenuhi standar komPetensi sesuai

dengan parameter obyektif

40"i,,

30"1,

901"

10091,

10001,

1009{,

100%

80"r,

507,

Pengawasan

Pemeriksa Keuan

507.,

Persentase Hakim yang telah memiliki
1007,

sertifikasi s alisasi keahlian
r 007,

Laporan Aluntabitit6 Kinetja h$tanli Pemetintoh (LKilP) Pcnldilan N.{cri 9 Pn l.li- lB Tahun )01;

i

-1

Persentase perkara pidana melalui
Sistem Peradilan Pidana Anak
Persentase keberhasilan penyelesaian
perkara melalui small claim court
Persentase keberhasilan
perkara melalui mediasi

penyelesaian

2. Meningkatkan
penyederhanaan proses

penanganan perkara
melalui pemanfaatan
teknologi informasi Persentase

perkara
PercePatan Penyelesaian

Persentase perka ra yang diselesaikan
melalui pembebasan bia
Persentase perkara vang diselesaikan
melalui sidang keliling/zitting plaats

Persentase perkara vang terlavani
melalui posyankum

yalprodeo
3

Terwuludnya sistem
manaiemen sistem
informasi yang terintegrasi
dan menuniang sistem
peradilan yang sederhana,
transparan dan akuntabel

pengaduan yang

Persentase penurunan pelanSSaran

kode etik oleh aparat peraclilan

uti
Persentase

ditindaklan
Terwujudnya pelaksanaan

pengawaen kineria aparat
peradilan secara optimal
baik intemal maupun
eksternal

Terwujudnya transparansi
pengelolaan SDM lembaga
peradilan berdasarkan
parameter obyektif

yang telahPersentase pegawai

4

l0

r 00?i,



mendapatlan
kompetensi

pengembangan

Ditetapkannya Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung tentang Penerapan

Restrukturisasi Organisasi Mahkamah
Agung
Terpenuhinya Opini Waiar Tanpa

alian

Medngkatnya pengelolaan
manajerial lembaga
peradilan secara akuntabel,
efektif dan efisien

PENCADILAN NE6ERI SAMPTT KELA.S IB

Jl. H. M Arsy.:d No. :16 S.mpit 74322 Telp /Far (0531) 2ltX)8, 21219

Ernail r info{rpn-sampir.go id Web6ite $-Nw pn-samplt go id

Pedoman Persentase

promosi dan mutasi
parameter obyektif

SDM yang

berdasarkan

Persentase terpenuhinya kebutuhan
standar sarana dan prasarana vang
mendukung peningkatan pelayanan
prima

80'r,

60'x,

Persentas€ peningkatan pro<Juktifi tas

kincrja SDM (SKP dan Penilaian
Prestasi K

Persentase hasil monev dan hasil
review yang dijadikan feedback untuk
analisa kebi kan

Persentase tercapainva target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan

80'11,

r00%

100?,

7f/"

80'),,

ma radila n

Irryon Alrdtabilits Kineria ln.tonsi P/,netintah LX jlP) P.tladilon N.*cti tur,pit l.la{ lB f ohun !01i '

ll

I
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sanrpit

Pengukuran tingkat capaian kineria Pengadilan Negeri Sampit

dilalctrkan dengan melakukan perbandingan antara target pencapaian

indikator sasar.rn yang teiah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan

Negeri Sampit dengan realisasinya, atau dengan kata lain membandhgkan

antara rencana lonetla (performnnce plnn) yang diinginkan dengan real.isasi

kneqa (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan

analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan ktneqa (performance gnp) yang

terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode

ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tu.iuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sampit tahun 2017

berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai

berikut :

I-attan Akuntabilit^\ Kinerja tnstar.qi Pcmerintoh (LKilP) P.n:indntn NeN.ri 9'rqit X.l^ lB Tehud :Cl;

e

Persentase mediasi yang
meniadi akta perdamaian

5 0 0

b

21

351

4U
4

21

6949

70

l0l,l
80,8

80

&1

99 'r1

c Persentase perkara yang
diselesaikan
- Perdata : Gugatan

Permohonan
- Pidana : Biasa/Khusus

Singkat
CePat
Lalu lintas

08

1

30
350

500

5

25

7W0

25

120

27

124 033

perkara
yant

1

l2

Meningkatnya
penyelesaian
perkara

a.

Persentase sisa

tahun lalu
diselesaikan
- Perdata

- Pidana



n53 96,91

Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan

10 ,t
I

.10

z Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakinr

Persentase perkara yang tidak
mengaiukan upaya hukum :

Perdata :

- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali

Pidana:
- Bauding
- Kasasi

- Peninjauan Kembali

l5
10

10

l6
ll
0

1(b,6
ll0
0

I

10
.10

0

9

6

0

90

60

0

-) Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara

a Persentase berkas vang
diajukan banding, kasasi

dan PK yang disampaikan
secara lengkap

50 {6 92

Persentase berkas yang
diregister dan siap
didistribusikan ke Maielis

8000 7753 96,9
,l

c Persentas€ penyampaian
pemanggilan sidang dan
pemberitahuan isi
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak

tm0 8&t r10,4

d Persentase penyitaan tepat
waktu dan tempat

600 601 100,1

Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara

t Presentase responden
yang puas terhadap
proses peradilan

1r0 ll'l r 00,9

4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(access lo justice).

a Persentase perkara prodeo
n d iselesaikan

Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara

on line dalam waktu
maksimal I hari kerja

ak di utusse

2 lm

b

0 0

5 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan

Persentase permohonan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang
ditindaklanjuti

:) 4 80

PENCADILAN NECERI SAMptT KEt-.Ls lB
ll H M Arsyad No. 36 S.mpit 7{322 Teip./Fa\ (0511) 21m8,212.t9
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Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
w'aktu maksimal 6 bulan

Lap<tan A*untabili e.\ Kinerja lnstanli Pct lointoh (.LX|IP) Pcn$d on N.gcti SanPt X.ln lB fohun )01;

l3

d.

8000

e.

b.

8000 7753 ' gO,gt

2

0



I'ENCADILAN NECERI SAMPTT XELA.q I8
fl H. M. Arsyad No. J6 Sampit 2322 Telp./Fa\ (0531) 2looli,2l2.t9

Email info@pn-samoit.go td Wcb6rte: !ll]!I!:sitr!!!_ggl<!

B. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Sampit

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.550.115.000,- perincian anggaran

beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Ltptlon Ah/ntabili4q Kinerja tn.t ni Pe erintah (.LXiIP) PdSodilon N.tcti Sa Pit X.la.lB Tahun )Cl:

6. Meningkatsrya
kualitas
pengawasan

a- Persentase pengpduan
masyarakat yant
ditindaklanjuti

0 0 0

0

b Persentase temuan hasil
pemeriksaan internal dan
eksternal yang ditinclak
lanjuti
Persentase pegan'ai yang
lulus d iklat teknis yudisial

7 Peningkatan
Kualitas Sumber
Daya Manusia

a

'10 7 70

b Persentase pegawai vang
lulus diklat non yudisial 5 1 20

1 Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Mahkamah Agung

Rp. 4.692.902.000 Rp. 4.6s0.263.675 99,09

Rp. 5.721.559.539 99,98

Program
Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur Mahkamah
Agung

Rp. 5.722.688.000

Rp 134.525.000 Rp. 125.481.920 93,28

Program
Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

l1

I

I

oio

I
I

Prb

2.

J.
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja tnstarui Pemerintah (LKiIP) Pengadilan

Negeri Sampit Tahun 2017 merupakan wuiud akuntabilitas, kredibilitas dan

transparansi kinerja Lembaga Peradilan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Adapun pada LK|IP Pengadi.lan Negeri Sampit Tahun 2017 ini merupakan

LKjIP yang disusun oleh Pengadilan Negeri Sampit, yang bersifat melaporkan

suafu bentuk pencapaian l<neqa @erfomtance result) selama kurun wakhr tahun

2017 yang diperbandingkan dengan rencana kerja $tert'onnonce plon)

Pengadilan Negeri Sampit tahun 2017.

Derrgan menganalisa capaian kinerja Pengadilan Negeri Sampit tahun

2017 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan

kualitas kinerja Pengadilan Negeri Sampit sebagai Irutitusi Pengadilan Tingkat

Pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih

mencerminlan rasa keadilan.

Dengan adanya LKjIP tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiba.r:

akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan

keputusan gr:na peningkatan kinerja. Bagi Pengadilan Negeri Sampit, LK,IP ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan

dan implementasi dalam Rencana Kerla (Operntionnl Plnn), Rencana Kineria

(Performance PIan), Rencana Anggaran (Financial Plnn), dan Rencana Strategis

(Strategic Plan) pada masa yang akan datang.

LAptvad Akuntal.jlit6 Kineija h$lorAai PcnErintah (LXilP) P.n|oiihn N?gcri Sa,I.p,I l,.la- lB foht/n 201;

@
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REVIU KE - 3 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS IB

1 Terwujudnya Proses

Peradilan yant Pasti,

Transparan dan Akuntabel

Pcrsentase

diselesikan
- I'crdata
- I'idana

stsaa. perkara yang

Jumlah sisa pcrkara yang harus diselesaikan
Catatan :

Sisa perkara : si- pcrkara tahun s(.bclumnya

Jumlah sisa pcrkara yang dirL'saikan
x 'l00lZ,

Panitera Laporan Bulanan
dan

LnF)ran Tahunan

Iumlah F,erkara yant disclcsaikan tahun berialan

,umlah p(jrkara yang ada

Catatan :

. Pc'rbandingan jumlah pcrkara yang dir:le*:ikan dcngan pcrkara yang
harus disclesikan (sisa awal tahun dan pcrkara yang, masuk)

r .lumlah prkara yang ada = iumlah pcrkara yang ditt'rima tahun bcrialan
ditambdh sisa ptrkara tahun scb(.lumny,

. I'cnydr'sdian pcrkara l('pat waktu = ;r,lrkara yan8 disclesaikan tahun
btrialan

I'.rllitcr.rb. Pers('ntasc pcrkara :

- Perdata
- Pidan

yang disclesaikan tcpat waktu

t arDran Bulanan
dan

lnporan Tahunan

Pcrscntas(' Ftnunrnan sir: pcrkaro
- I'erdata
- Pidana

I n.l -Tn
x 100',(,

fn.l
Tn - Sisa F,orkarn tahun b('rialan
Tn.l - Sisa tt'rkara l..thun stbc'lumny,r
Catatan i

Sis.r pt:rkara adalah pcrk rra yang bt'lum diputus prda tahun b('rialan

I'Jnilcr.r Lnp()ron Bulanan
dan

L"r;xrran Tahunan

I'crbandingan prrkara yang tidak mcnEajukan upava hukum
r 100'X,

,rrml,rh l'utus.!n lt'rkarn

l'.lnilcrad. Pcrs('nt.rs(' Pcrkar.r )'dnt
mengajukan Upaya llukrrm :

- Banding

lidok l"rprrran Rulanon

dan
L;tSrran -Iahun,rn

I

x 1007"



PeninBkatan
Ptngelolaan
Perkara

Efektivitds
I't'n yc Ic'sa ian

Kasasi
PK

Catatan:
. Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK
o Secara hukum sc'rnakin sedikit yant mengajukan upaya hukurn, maka

semakin puas atas putusan pengadilan

.lumlah Perkara Pidana Anak yang Disclcsaikan sccara Dvcrsi

.lumlah Perkara Pidana Anak
Catatan:
Diversi : anak pelaku kcjahatan tidak dianggap s(,bagai prlaku keiahatan,
mclinkan s('baBai korban

x'100'1,

Panitcra taporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

lndcx respnndr'n grncari Kcadilan yang
puas terhadap layanan peradilan

t

lndex Kepuasan Pencari Kradilan

Catatan:
PERMENPAN Nomor KEP/25IM.PAN/2/2m4 tang8al 24 Fcbruari 2OO4

tentan8 I'cdoman Umum Pcnyusunan Index Kepuasan M,rsyarakat Unit
['elayanan lnstansi Pcmerintah s('suai P('raturan Menteri PAN dan RB Nomor
16 Tahun 20'14 T..ntant Ped(man Survr.y Kepuasan Masyarakat Terhadap
I'en y!'len gga ran Pclayanan Publik

Laporan
Sornoslcran dan

Lagxrran Tahunan

Perscntas(' lsi futusan yang Ditcnmn
olch para Pihak Tcpat Waktu

J .lumlah lsi Putusan y,rng ditcrima t('pat lvaktu
r l0O'X,

Jumlah I'utusJn

Paniterd

I'ani k,r.r Laporan Bulanan

dan
Lt;rrran Tahunan

Panitcrab. ['crsr'ntas(. pt'rkara yang dist'lc'saikan

mcla!ui Mcdiasi

Pcrs{'nla$ bcrkas grrkara yanS

dialulan Banding, Ka*rsi, d,rn I'K
:.rara lcn8kap dan tcpol waktu

C

Jumlah Jr:rkara yang di$ltsaikan mclalui Mcdiasi

lumlah tt'rkas prrkara yang diajukrn banding
kasasi dan PK srrara lengkap

Jumlah bcrkas pr:rkara yanS dimoh()nkan h.lnding
kasasi dan PK

x 100'2,

x l0o']1

.lumlah R'rkara yang dilakukan Mr'diasi

l',!nit('ra LaJroran Bulanan
dan

[-tJrrran Tahun.rn

)

e. ltrsentase p€rkaro Pidana Anak yant
disclesaikan den8an Divcrsi

[:;nran Bulanan
dan

L:;xrran Tahunan



d. PeEentase putusan perkara yang
menarik pcrhatian masyarakat yang
dapat diakses s€cara online dalam
waktu I hari setelah diputus

Jumlah putusan perkara tipikor yang
Di upload dalarn website

x 1009u

Jumlah gr:rkara tipikor
yang dihapus

Panitcra Laporan Bulanan
dan

Laporan Thhunan

l Menirgkatnya Akses

Pcradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggi rkan

a I'c rs.'n tas.'

diselcsaikan

perkara prodeo yang Jumlah perkara prodexr yang dist'lesailan
x l0o'l/"

Jumlai perkara prodeo
Catatan:
Perma No. I Tahun 2014 tentang I'edoman Pcmbcrian Layanan Hukum ba8i
Masyarakat Tidak Mampu di l:engadilan

Panitr'ra Laporan Bulanan
dan

Laprran Tahunan

b Pers('ntasc pcrkara yan6 diselcsaikan

di luar Gt<iung Pcngadilan
Jumlah pcrkara yang diselesaikan diluar

Cc'dung Pcngadilan
r l0O%

Jumlah perkara yang sc'harusnya

dise'lesaikan diluar 6r-,dung Jrngadilan
Catatan:
. Perma No. I Tahun 201.1 t.'ntang Pcdoman Pe'mtprian Layanan Hukum

bagi Masyarakrt Tidak Mampu di I'cngadilan
. Di luar BedunS pontadilan adalah 6rt rkara yang discle's.rikan di luar

kantor pcngadilan (/cttin8 plaatz, sidang ke.lilin8 maupun
gcdung-gedung Lainnya)

Panit(,]rar Laporan Bulanan
dan

LaSxrran Tahunan

c Pcrs('ntasl l'cncari Kc'adilan (irlongan
Tertcntu ynng mr:ndapat L,ayanan

Bantuan Hukum (l'(rsbakum)

]umlah grr:ncari k(',rdilan gokntan tertcntu
yant rmndapaikan layanan bantrran hukum

l'anitt'ra

'< 
l0O'X,

,umlah I'('ncari Kcndilan Gllongan tcrt(Trtu
Catatan :

. Pcrma No. I fahun 2014 tentang l)cdoman lremberian Layanan Hukum
bati Masyarakat Tid.rk Mdmpu di Pcngadilan

. C,()longan t!,rtcntu yakni masy.raknt miskin d,rn terpingLirkan (m.l4inal)

LrFx)ran Bulanan
dan

LrJrrran Tahunan



4. Meningkahya
Terhadap
Pengadilan

Kepahrhan
Putusan

Itrsentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklaniuti (dieksekusi)

Jumlah putusan yang ditindaklanjuti
x 100Y"

iunlah putusan perkara yang sudah BHT
Catatan :

BHT : berkekuatan hukum tetap

Pan itcra l.aporan Bulanan
dan

Laporan Tahuna-n

I



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2075-2079

PENGADILAN NEGERI SAMPIT

Unhrk mewujudkan visi, misi, tuiuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Sampit memiliki 4 (empat) Tujuan yaihr :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2. Terwr.rjudnya penyederhanaan proses penanB,rn perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;

3. Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Terwujudnya pelayanan.

Terwuiudnya proses peradilan yang
pasti, transparan, dan akuntabel

a. Persentase sisa kara an diselesaikan
Persentase perkara

!eP3!rv!!!r
yang tliselesaikan

Persentase penurunan sisa perkara

b

C

d tidak

r)
2l
3)

Persentase perkara yang
mengajukan Upaya IIukum :

Banding
Kasasi
PK

gov"

857,

607,,

90%
85'X,

70%

nv"
75%

65'.t"

90v"

75'/,,

65'./"

e. Persenlase perkara Pidana Anak yang
d iselesaikan dengan Diversi

mvo %v" 951,, 90v" 90,/"

85"1, 70'/,,

15v,,

.n"1,

3s'x, 409/, 10,/,,

90,v,,w'/,,

15"1,

n)"/,,

%'v"

85?,
il'v,,

.l

.r0,/" y)'/,, n/,, x"/,,

Terwuiudnya kepercayaan
masyarakat terhadap sistem
peradilan melalui proses

peradilan yang pasti, transpara n

dan akuntabel

!ft



n"/"
f. Index responden pencari Keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan
90"/" 9010 n'/,, 9o/,,

a. Persentase penyelesaian minutasi perkara
sesuai dengan jangka waktu yarl.g
ditentukan

23v" 237" 20"/. 20"/" 20"1,

b. Persentase Salinan putusan yang diterima
oleh pengadilan pengaiu tepat waktu

20"/" 20v,, 20"/o

Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi

c
5% 5"/.

20"/,,

7'1,

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

2 Terwujudnya penyderhanaan
proses penangan perkara melalui
pemanfaata n'l'eknologi Informasi

w/" 90,/,, 1007" 1W"/o '100,/oa. Persentase perkara proclm yang
diselesaikan

b. Persentas€ perkara yang diselesaikan di
luar Gedung Pengadilan

90v" 90,%, 90v.,

1C0v" t@"/,, l00'/"

100'i, lm%

3 Meningkatnya Pelayanan Akses
Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan terhadap
putusan pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan
terlayani melalui posyankum

d. Persentase identitas hukum yang

yang
lm7.

lm/"

fl'v"

nuhi

fl",l,

I007, 1C0"1,

90,/"

Terwujudnya Pelayanan Akses
Peradilan bagi Masyarakat Miskin
dan Terpinggirkan

Terwujudnya pelayanan4

100,/"

5

6

Terwujudnya pelaksanaan

pengawasan kinerja apparat peradilan
secara optimal baik internal maupun
eksternal

Persentas€ pengaduan yang tlitindak lanjuti

a. Persentase pengaduan yang ditindak

1ffi"/, lm,z, r 00'2, tw"/"

-- teqllr 85'/" tm'2, 100'2, t 00,2,

93'.v" 93%

twt,

Persentase Putusan Perkara Perdata yang
ditindaklaniuti (dieksekusi)

90'v,70'/,

Meningkatnya pengelolaan manalerial

Lembaga peradilan seca ra akuntabel,
85'2,



efektif dan efisien b. Persentase pengaduan yang selesai
ditindak lanjuti dan dipublikasi

85"/. 85% 100"/" 1W"/" tC0%

Meningkatnya transparasi
pengelolaan SDM, keuangan dan aset

a Persentase terpenuhinya kebutuhan
standar sarana dan prasarana yang
mendukung
prima

peningkatan pelayanan
75% 75"/,, 80"/" 80'/. 800/"

b. Persentas€ peningkatan produktifitas
kinerja SDM (SKP dan Penilaian
Presentasi Kerja)

85"/,, 85v" 90"/" %"h %%

c. Persentase tercapainya target kegiatan
prioritas yang mendukung pelayanan
prima peradilan

cn'/,' 90,,1, 1No/" 100"/,, 1U)"/"


